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ABSTRAK  

Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah  

Di Kota Medan  

 

DINDHA FAHIRA  

1803100008  

 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 adalah peraturan 

yang dikeluarkan oleh perundang – undangan yang dibentuk oleh DPRD 

Kabupaten/ Kota Medan dengan persetujuan bersama. Implementasi kebijakan 

merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil 

akhir yang diharapkan. Terdapat aspek yang perlu dikaji dalam 

mengimplementasikan, hakekat dari proses implementasi, keputusan dan dampak 

dari pelaksanaan kebijakan. Retribusi perizinan tertentu air bawah tanah 

merupakan retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 

pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan 

ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas 

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi 

kebijakan retribusi izin pemanfaatan air bawah tanah di kota Medan, sudah sesuai 

atau tidak dengan peraturan daerah Kota Medan nomor 27 tahun 2002. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

analisis kualitatif yaitu metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara 

mendiskripsikan keadaan sekitar pada subjek penelitian yang bersifat faktual atau 

sebagaimana adanya. Hasil kesimpulan penelitian ini bahwa implementasi yang 

dilakukan pemerintahan daerah kota Medan dalam mencapai suatau tujuan 

organisasi sudah berjalan dengan baik dan maksimal, tetapi dalam melakukan 

berbagai implementasi tersebut pemerintahan kota Medan masih menemukan 

beberapa kendala dimana masih terdapat organisasi perangkat daerah yang tidak 

ikut dalam partisipasi untuk pembentukan mengawasi dan melaksanakan program 

– program yang telah dibuat berupaya untuk menyempurnakan dan 

mempertahankan pelayanan publik agar tidak terjadinya ke senjangan dalam 

birokrasi. Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pengaturan agar 

pemanfaatan air bawah tanah dapat mendukung peningkatan pendapatan asli 

daerah.  

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Retribusi, Izin, Air Bawah Tanah.  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan 

mengandung air bersih dibawah pemukiman tanah termasuk mata air yang muncul 

secara alamiah diatas permukiman tanah. Pengelolaan air bawah tanah juga 

mencakup segala usaha iventarisasi, peraturan pemanfaatan, perizinan, 

pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah. 

Retribusi perizinan atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, 

pengaturan pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana, atau fasilitas tertentu 

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.  

Kontribusi pajak air tanah, pajak pengambilan dan pemanfaatan di kota 

medan telah menjadi salah satu penyumbang bagi kontribusi pendapatan aksi 

daerah Kota Medan sebagaimana target dan realisasi pajak air tanah kota medan. 

Pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di Kota Medan masih menemui kendala 

salah satunya tidak adanya pengawasan terhadap proses pemungutan pajak 

tersebut sehingga rawan terhadap penyalahgunaan wewenang sehingga 

menimbulkan korupsi, juga kendala terhadap pengawasan terhadap pengguna. 

(Adegustara & Fatimah, 2011)  

Pemerintah Kota Medan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya 

harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi dibidang perizinan air bawah tanah 
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sehingga masyarakat dan perusahaan mengetahui pentingnya izin pengelolaan air 

bawah tanah. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan melalui 

pajak air tanah perlu adanya pengawasan pelaksanaan terhadap proses 

pemungutan pajak air tanah. Diperlukan adanya pengawasan perizinan air bawah 

tanah dan pengawasan terhadap penggunaan izin air bawah tanah.  

Terkait pajak air permukaan tanah telah terjadi penyedotan dan 

pengambilan air bawah tanah yang berlebihan, yang menyebabkan permukaan 

tanah semakin menurun. Kendati air tanah mengalami penyedotan secara 

berlebihan akan tetapi pendapatan air bawah tanah ternyata masih jauh di bawah 

target. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan industri, permintaan akan 

pemenuhan kebutuhan air bersih meningkat dengan pesat. Hingga saat ini tanah 

masih menjadi andalan utama untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut 

dibandingkan dengan sumber air lainnya karena memiliki beberapa kelebihan, 

antara lain; sebarannya luas, kualitas relative lebih baik, infrastruktur yang 

dibutuhkan lebih sederhana, pengaturan pemanfaatannya lebih mudah, harga atau 

biaya untuk memperolehnya lebih murah serta ketidakmampuannya sumber daya 

air lainnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih domestik maupun industri, baik 

dari segi kualitas maupun kuantitas. (Sunarti, 2018) 

 

Besarnya retribusi terhadap izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah 

tanah adalah 0 s/d 2 liter perdetik Rp 500.000,- (lima ratus ribu ruapiah), 2 s/d 10 

liter perdetik Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 10 s/d 25 liter perdetik Rp 

2.000.000,- (dua juta rupiah), 25 liter perdetik keatas Rp 3.000.000,- (tiga juta 
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rupiah). Hal inilah yang menjadi substansi pemikiran peneliti untuk meneliti 

mengenai pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dalam meningkatkan 

kesadaran serta antisipasi terhadapa dampak negatif lingkungan hidup maka 

dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. (Siagian, 

2019) 

Beranjak dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetengahkan 

topik penelitian dengan judul: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI 

IZIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA MEDAN. Penulis 

berharap kiranya penelitian ini juga akan dapat menggambarkan bagaimana 

pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah penunjang yang baik serta 

masyarakat sadar akan menjaga fasilitas yang akan diberikan.  

1.2 Rumusan Masalah  

Dari Rumusan Masalah Ini Dapat Kita Ketahui Bahwa Bagaimana 

Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah di 

Kota Medan, apakah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui 

Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah di 

Kota Medan, sudah sesuai atau tidak dengan Peraturan Daerah Kota 

Medan Nomor 27 Tahun 2002.  
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1.4 Manfaat Penelitian  

a. Aspek teoritis, penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah 

di Kota Medan.  

b. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.  

c. Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai alat salah satu 

syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sumatera Utara.  

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar 

dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka 

dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab 

yang lainnya sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II URAIAN TEORITIS  

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian strategi, pengertian 

manajemen, pengertian organisasi, pengertian perempun politik.  

 



5 
 

 

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, 

definisi konsep, kategorisasi, informen/ narasumber, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian dan gambaran umum lokasi 

penelitian.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Yaitu bab yang menguraikan mengenai hasil penelitian dilapangan dan 

pembahasan dari hasil penelitian.  

BAB V PENUTUP  

Yaitu bab yang mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.  
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BAB II  

URAIAN TEORITIS  

 

Uraian teoritis adalah landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan 

memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing - masing konsep guna 

menghindari adanya salah pengertian. Maka beberapa definisi konsep yang 

dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis dalam penelitian ini. 

Adapun yang menjadi uraian teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

2.1 Implementasi  

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau 

pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang 

dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait 

dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan 

tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja 

mengimplementasikan sudah spantasnya terkait dengan kata benda kebiksanaan 

(Pressman dan Widavsky dalam Wahab, 2004).  

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, 

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau 

melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. 

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah 
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jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering 

diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung 

dioprasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, Keputusan 

Mentri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain (Riant, 

2004).  

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna 

implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya 

terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan 

focus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-

kegiatan yang timbul sudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, 

yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannnya maupun untuk 

menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian (Solichin, 

1997).  

Van Meter dan Van Horn (dalam Bui Winarno, 2008) mendefinisikan 

implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputtusan-

keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk 

mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam 

kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk 

mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan 

kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Adapun makna implementasi menurut Daniel 

A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin 

Abdul Wahab (2008), mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa 
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yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 

dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni 

kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya 

pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha- usaha 

untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak 

nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.  

Proses implementasi kebijkan publik baru dapat dimulai apabila tujuan- 

tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program- program telah dibuat, dan dana 

telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut, implementasi 

kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi 

hokum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja 

Bersama- sama untuk menjalankan kebijaka guna meraih dampak atau tujuan 

yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang 

menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil akhir yang diharapkan. 

Terdapat empat aspek yang perlu dikaji dalam mengimplementasikan, hakekat 

dari proses implemenntasi, keputusan dan dampak dari pelaksanaan kebijakan. 

(Wahab, 2021) 

2.1.1 Unsur- Unsur Implementasi  

Menurut Tachjan (2006:28) menjelaskan tentang unsur- unsur dari 

implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada, yaitu:  

a. Unsur Pelaksana  
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Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagaimana yang 

dijelaskan Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006:28), pelaksana 

kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang 

terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta 

perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, 

perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan 

manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta nilai.  

b. Adanya Program Yang Dilaksanakan  

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya 

tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. 

Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah 

menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu 

kesatuan.  

c. Target Group atau Kelompok Sasaran  

Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau 

organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang 

akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.   

2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan  

Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan 

kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatau proses kegiatan yang dilakukan 
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oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang 

sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri (Mansur, 

2021). Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi 

kebijakan, yaitu:  

 

1) Teori George C. Edward III  

Edward III Subarsono (2011) berpandangan bahwa implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:  

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan 

mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yng harus 

dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan 

harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), 

sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.  

b) Sumber Daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan 

secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan 

sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan 

berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya 

manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya 

finansial.  

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang memiliki oleh 

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. 

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka 

implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik 
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seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika 

implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan 

pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga 

menjadi tidak efektif.  

d) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur 

organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan 

fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan 

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, 

yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang 

menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.  

 

2) Teori Merilee S. Grindle  

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 

2011) dipengaruhi oleh dua varibel besar, yaitu isi kebijakan (content of 

policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). 

Variable tersebut mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran 

atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima 

oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah 

kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah 

kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah 

sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan 

Wibawa dalam Samodra Wibawa (1994) mengemukakan model Grindle 
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ditentukan oleh isi kebijakan da konteks implementasinya. Ide dasarnya 

adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi 

kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat 

implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup 

hal-hal berikut:  

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan:   

a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan  

b. Derajat perubahan yang diinginkan  

c. Kedudukan pembuat kebijakan  

d. Siapa pelaksana program  

e. Sumber daya yang dihasilkan  

Sementara itu konteks implementasinya adalah:  

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat  

b. Karakteristik lembaga dan penguasa  

c. Kepatuhan dan daya tangap  

Model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan 

konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, 

penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara 

para aktor implementasi, serta kondisi – kondisi sumber daya 

implementasi tang di perlukan.  

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier  

Menurut Mazmanian Sabatier dalam Subarsono (2011) ada tiga kelompok 

variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni 
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karakteristik dar masalah (tractability of the problems), karakteristik 

kebijakan undang-undang (ability of statute of structure implementation) 

dan variable lingkungan (nonstatutory variables affecting 

implementation).  

 

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn  

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011) adal lima variable yang 

mempengaruhui kinerja implementasi, yaitu standar dan sasaran 

kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan 

aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi social, ekonomi dan 

politik. Menurut pandangan Edward III Budi Winarmo (2008) proses 

komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:  

a. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan 

adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu 

keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan 

suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.  

b. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan 

diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka pentunjuk- 

petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana 

kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. 

Seringkali intruksi- intruksi yang diteruskan kapan dan bagaimana 

suatu program dilaksanakan.  

c. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin 

berlangsung efektif, maka perintah - perintah pelaksanaan harus 
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konsisten dan jelas. Walaupun perintah - perintah yang disampaikan 

kepada kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut 

bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para 

pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.  

 

2.2 Kebijakan Publik  

Kebijakan merupakan jenis Administrasi Negara berasal dari kewenangan 

diakresi pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan 

pelaksaan undang-undang. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa peraturan 

kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha 

Negara yang bertujuan menampakan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya 

berfungsi sebagai bagian dari oprasional penyelenggaraan tugas- tugas 

pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan 

perundang- undangan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi 

pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, 

dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan 

kelompok sector swasta, serta individu. Dalam meningkatkan pelayanan public 

pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan. (Permatasari, 

2020) 

2.2.1 Macam – Macam Kebijakan Umum  

a. Kebijakan Umum Ekstraktif  

Kebijakan ini merupakan penyerapan sumber- sumber materil dan 

sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak 
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dan tarif, iuran, tarif retribusi dari masyarakat dan pengelolaan sumber 

alam yang terkandung dalam wilayah negara.  

b. Kebijakan Umum Distributif  

Kebijakan umum distributif merupakan pelaksanaan distributif dan 

alokasi sumber- sumber kepada masyarakat. Distributif berarti pembagian 

relative secara merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan 

alokasi berarti yang mendapat bagian cenderung kelompok atau sector 

masyarakat tertentu sesuai dengan sekala prioritas yang di tetapkan atau di 

sesuaikan dengan situasi yang dihadapi.   

c. Kebijakan Umum Regulatif  

Kebijakan ini merupakan pengaturan perilaku masyarakat. 

Kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan 

kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para 

penyelenggara pemerintah Negara. Berdasarkan macam- macam kebijakan 

umum tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, masyarakat harus 

mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk 

halayak kepentingan umum.  

Gerston (2002) dalam Wahab (2012) mengatakan bahwa “all public 

policymaking involves government in some way” (semua pembuatan kebijakan 

public melibatkan pemerintah dalam beberapa cara). Kebijakan public pada 

dasarnya harus berorientasi pada pemecahan masalah riil yang dihadapi oleh 
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masyarakat. Serta dalam pelaksanaannya melibatkan pejabat pemerintah baik 

secara langsung maupun tidak langsung.  

Menurut David Easton dalam Nugroho (2009) mendefinisikannya sebagai 

akibat aktivitas pemerintah (the impact of government activity), artinya kebijakan 

yang dirumuskan tersebut tidak luput dari keputusan pemerintah. Kebijakan dapat 

diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, 

sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Suatu 

kebijakan publik dalam arti positif setidaknya didasarkan pada peraturan 

perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.  

Menurut Carl Freadrich Kebijakan public adalah serangkaian tindakan 

atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 

suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan- hambatan dan kemungkinan 

dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk 

mencapai tujuan yang dimaksud. Menurut David Easton dalam bukunya yang 

berjudul “The Political System” memberikan definisi tentang kebijakan public 

yaitu pengalokasian nilai-nilai secara sah atau paksa kepada seluruh masyarakat. 

Sementara itu definisi yang diberikan Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa 

kebijakan public pada umumnya mengandung pengertian mengenai “whatever 

government choose to do or no to do” yang artinya kebijakan public adalah apa 

saja yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan.  

Konsep kebijakan publik adalah sebagai suatu proses yang mengandung 

berbagai pola berbagai aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat keputusan 

yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara 



17 
 

 

khusus, dengan demikian maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan 

tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung 

tujuan. (Desrinelti dkk., 2021) 

 

2.3 Pengertian Perizinan Retribusi Air Bawah Tanah  

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 

pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 

umum dan mejaga kelestarian lingkungan.  

Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan 

mengandung air dibawah permukiman tanah termasuk mata air yang muncul 

secara alamiah diatas permukaan tanah. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 

Tanah adalah setiap pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara 

penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya 

untuk dimanfaatkan airnya dan tujuan lainnya.  

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi 

pengelolaan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah 

pembayaran atas pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dimana 

penggambaran fenomena di lakukaan dengan menggali data yang bersifat 

kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat 

sekarang ini, berdasarkan fakta-fakta.  

Menurut Sugiyono (2018) metode penelitia kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.  

Menurut Sugiyono (29:2012) deskriptif adalah metode yang berfungsi 

untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 

melalui data atau sampe yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan analisis data 

kualitatif, yang dimana data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi kata-kata 
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gambar bukan angka-angka, hal ini isebabkan oleh adanya metode kualitatif yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

peneliti.  

3.2 Kerangka Konsep  

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antar konsep 

satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka 

konsep didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan 

penelitian (Setiadi, 2013).  

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah gambaran pola pikir 

mengenai dalam Rangka Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah 

di Kota Medan, dimana kerangka konsep tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep   
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3.3 Defenisi Konsep  

Adapun definisi konsep pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah:  

a. Implementasi adalah membawa, menyelesaikan, mengisi, 

menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu 

dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan 

penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk 

memproleh hasil.  

b. Kebijakan Publik merupakan sebuah rangkaian aktifitas, aksi, sikap, 

rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para pihak 

terkait sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang 

dihadapi.  

c. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  

d. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan 

mengandung air bawah permukiman tanah termasuk mata air yang 

muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.  

 

3.4 Kategorisasi Penelitian  
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Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel 

penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi 

penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.  

Kategorisasi penelitian ini adalah:  

a. Adanya implementasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi  

b. Adanya pelayanan publik untuk melayani masyarakat dalam hal 

retribusi/ pajak.  

c. Adanya kebijakan publik yang mengatur reribusi/ pajak air bawah tanah   

d. Adanya Koordinasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Retribusi/ 

Pajak Air Bawah Tanah.  

 

3.5 Narasumber   

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti 

membutuhkan narasumber sebagai orang yang akan memberikan informasi yang 

dibutuhkan, serta menjalin kerja sama drengan peneliti. Adapun narasumber 

dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Nama   : Bapak Heri Suparjan Pasaribu, S.Sos  

Jabatan  : Sektim Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB  

NIP   : 19821105 200103 1 001  

 

2. Nama  : Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn   

Jabatan  : Staf Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB  

NIP   : 19810417 201001 2 012  
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3. Nama   : Ibu Rosana F. Simanjuntak   

Jabatan  : Katim Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air 

Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi   

NIP   : 19741013 199703 2 004  

 

4. Nama   : Ibu Putri Lestari   

Jabatan  : Staf Bidang II Bagian Membantu Pembukuan Air Bawah 

Tanah   

NIP   : -  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memproleh data serta keterangan narasumber, maka peneliti 

menggunaka teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Data Primer  

Teknik pengumpulan data primer yang pengumpulan data yang dilaukan 

secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen merode wawancara. 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya 

jawab, serta langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau mengajukan 

pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.  

b. Data Sekunder  

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu data yang dilakukan melalui 

studi kepustakaan yang terdiri dari:  
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1. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan 

menggunakan catatan atau dokumentasi yang ada pada lokasi 

penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.  

2. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-

buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memilik relevansi dengan 

masalah yang akan diteliti.  

 

3.7 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif. Analisi yang dilakukan untuk meringkas data atau menyeleksi 

utamanya. Data yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga 

memberikan gambaran tentang penyediaan jasa pelayanan retribusi izin 

pemanfaatan air bawah tanah dan kegiatan usaha penunjang BPPRD di Kota 

Medan. Adapun tahap - tahap yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:  

a. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan yang muncul dari catatan-catatan yang 

tertulis dilapangan.  

b. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, 

mengatur, dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang 

deskriptif.  

c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang 

pada catatan-catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau 
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sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, 

keasliannya, dan kecocokkannya yang merupakan validasi.  

 

 

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Medan, Jl. A. H. Nasution No.32 Medan, Sumatera Utara dengan waktu penelitian 

dimulai dari bulan 28 April s/d 10 Juli 2023.  

3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian  

Badan Pendapatan Daerah berlokasi di Jl. A. H. Nasution No.32 Medan, 

Sumatera Utara. Pada mulanya Badan Pendapatan Kota Medan adalah suatu sub 

bagian pada bagian yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. 

Pada sub bagian ini belum terdapat sub seksi, karena pada saat itu wajib pajak 

atau wajib retribusi yang berdomisili didaerah kota Medan belum begitu banyak. 

Dengan menghitung perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan di Kota 

Medan melalui peraturan daerah sub bagian Keuangan tersebut dirubah menjadi 

bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang 

mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para 

wajib pajak atau wajib retribusi didalam daerah Kota Medan.  

Sehubunga dengan intruksi Menteri Dalam Negeri KUPD No.7/12/41-10 

tentang Penyelenggara Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah di seluruh 

Indonesia. Maka pemerintah kota Medan, berdasarkan peraturan Daerah No. 12 
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Tahun 1978 menyesuaikan dan membentuk organisasi struktur organisasi dinas 

pendapatan yang baru. Didalam struktur organisasi dinas pendapatan yang baru 

ini dibentuklah seksi-seksi administrasi dinas pendapatan, juga dibentuk bagian 

tata usaha yang membawahi 3 (tiga) kepala sub bagian sektor perpajakan, retribusi 

daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang merupakan kotribusi yang cukup 

penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara pembangunan 

dan didalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Meningkatnya 

pendapatan daerah hendaknya idak harus ditempuh dengan cara kebijaksanaan 

menaikan tarif saja, tetapi yang lebih panjang dengan memperbaiki atau 

menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Badan 

Pendapatan Daerah Kota Medan.  

Gambar 3.2 Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan  

 

Visi 
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Dengan Terwujudnya Pendapatan Daerah Sebagai Andalan Pembiayaan 

Pembangunan Daerah.  

Misi 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola 

Pendapatan Daerah.   

2. Meningkatkan sarana dan prasarana Badan  

3. Intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek Pendapatan Daerah  

4. Meningkatkan penegakan hukum, meningkatkan kesadaran wajib pajak 

terhadap kewajibannya dalam membayar pajak daerah.  

Tugas Pokok  

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) atau sekarang diganti 

menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), mempunyai tugas pokok 

membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan peaksanaan kebijakan 

daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.  

Fungsi  

 Penyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak dan retribusi 

daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.  

 Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pajak retribusi 

daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.  

 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di 

bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain 

yang sah.  
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 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang 

pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah, 

dan  

 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.  

Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) 

dan ayat (2), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan 

sekarang di ganti menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut:  

 Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak dan retribusi 

daerah serta pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan kebijakan 

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

 Menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak dan retribusi 

daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.  

 Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan 

pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang pendapatan dan 

peningkatan pendapatan.  

 Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan 

pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang penetapan dan 

penagihan pajak retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.  
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 Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan 

pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang pembukuan, 

pelaporan, dan pendapatan lain-lain.  

 Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait  

 Mengoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis  

 Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan  

 Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional  

 Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, dan  

 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas  

 

3.9.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Medan  

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan  
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3.9.2 Tugas Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kota Medan  

 

1) Kepala Badan  

Kepala badan pendapatan daerah kota Medan mempunyai tugas pokok 

dibidang merumuskan dan melakukan pembukuan pelaporan atas pekerjaan 

enagihan pajak daerah retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya.  

 

Fungsi:  

a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pajak retribusi, pendapatan lain – 

lain dan bagi hasil, pengawasan dan pembinaan, serta pengembangan 

pendapatan.  

b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pajak, 

retribusi, pendapatan lain – lain dan bagi hasil, pengawasan dan 

pembinaan serta pengembangan pendapatan sesuai peraturan perundang – 

undangan yang berlaku.  

c) Pelaksanaan tugas dibidang pajak, retribusi, pendapatan lain – lain dan 

bagi hasil, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan pendapatan 

sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.  

 

1) Sekretariat  
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Sektretariat dipimpin oleh sekretaris, yang berada dibawah dan tanggung 

jawab kepadakepala badan. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas pokok dibidang kesektarisan. Badan lingkup kesektarisan meliputi 

pengelolaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, 

kepegawaian, kerumah tanggaan dan unsur umum lainnya. Untuk melaksanakan 

tugas pokok tersebut, sekretarias memiliki fungsi:  

a) Menyusun rencana kegiatan kerja  

b) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum 

lainnya.  

c) Mengelola urusan keuangan dan pembendaharaan serta rencana 

penyusutan laporan keuangan.  

d) Mengelola urusan administrasi kepegawaian dan mengelola urusan 

perlengkapan kerumah tanggaan dan pengaduan barang badan.  

e) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan leh kepala badan sesuai 

dengan bidang tugasnya.  

Bagian kesekretarisan terdiri dari:  

a) Sub bagian keuangan  

b) Sub bagian umum  

c) Sub bagian penyusunan program  

Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris:  
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a) Sub bagian keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan 

pembendaharaan serta menyusun laporan keuangan yang meliputi kegiatan 

penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan 

vertifikasi serta penyusunan laporan keuangan badan. Sub bagian umum,  

b) mempunyai tugas mengelola administrasi umum yang meliputi 

pengelolaan tata naskah badan, penataan kearsipan, perlengkapan, dan 

penyelenggaraan kerumah tanggaan badan serta melakukan pengelolaan 

administrasi kepegawaian.  

c) Sub bagian penyusun program mempunyai tugas untuk merencanakan 

penerimaan pendapatan daerah, sistem dan prosedur kerja serta menyusun 

kebijaksanaan teknis dan program kerja jangka pendek.  

 

2) Sub Badan Pendapatan Dan Penetapan  

Sub badan pendapatan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas badan dibidang pendapatan dan penetapan. Untuk melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud, sub pendapatan dan penetapan mempunyai fungsi:  

a) Menyusun rencana kegiatan kerja  

b) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib 

retribusi dan pendapatan daerah lainnya.  

c) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi baik dari Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi 

Daerah (SPTRD) hasil pemeriksaan dan informasi terkait lainnya.  
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d) Melaksanakan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan 

daerah lainnya.  

e) Merencanakan dan menata usahakan hasil pemeriksaan terhadap wajib 

pajak dan wajib retribusi.  

f) Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh kepala badan 

sesuai dengan bidangnya.  

Sub badan pendapatan dan penetapan terdiri dari:  

a) Seksi pendapatan dan pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan 

pendataan objek pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah 

lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat 

Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), melaksanakan pendaftaran 

menyimpan, mendistribusikan memberikan Nomor Wajib Pajak Daerah 

serta menyusun surat perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan 

pendaftaran dan pendataan.  

b) Seksi pengolahan data dan informasi, mempunyai tugas melaksanakan 

pengumpulan dan pengolahan data pajak daerah, retribusi daerah, 

menuangkan hasil pengolahan data dan informasi data kedalam kartu 

data serta mengirinkan kartu data kepada seksi penetapan dan demikian 

sebaiknya.  

c) Seksi penetapan, mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan 

pokok pajak daerah/ retribusi daerah berdasarkan kartu data termasuk 

perhitungan  perhitungan penetapan pokok pajak daerah/ retribusi daerah 

berdasarkan kartu data termasuk perhitungan denda dan sanksi lainnya, 
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menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat 

perpajakan daerah/ retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan, 

melaksankan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/ penyetoran atas 

permohonan wajib pajak.  

d) Seksi pemeriksaan, menpunyai tugas menyusun rencana pemeriksaan 

dan melakukan pemeriksaan objek pajak/ retribusi, menata usaha hasil 

pemeriksaan lapangan atas objek pajak/ retribusi serta mengirim laporan 

pemeriksaan kepala seksi pengolahan data informasi.  

 

3) Sub Badan Penagihan  

Sub badan penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas badan 

dibidang penagihan melalui kegiatan pembukaan, verifikasi, penagihan dan 

perhitungan retribusi, pemindah bukuan serta pertimbangan terhadap pajak 

daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.  

Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud sib dinas penagihan 

mempunyai fungsi:  

a) Menyusun rencana kerja kegiatan   

b) Melaksanakan pembukuan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah 

dan pendapatan daerah lainnya.  

c) Melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah retribusi daerah dan 

pendapatan daerah lainnya.  

d) Melaksankan perhitugan retribusi dan atau pemindah bukuan atas pajak 

daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.  
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e) Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh kepala badan 

sesuai dengan bidang tugasnya.  

Sub badan penagihan terdiri dari:  

a) Seksi pembukuan dan verifikasi, mempunyai tugas melakukan pembukuan 

dan verifikasi tentang pendapatan penetapan daerah lainnya, melaksanakan 

pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga 

sert pencatatan uang hasil pungutan benda berharga, menyiapkan laporan 

tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah retribusi daerah 

dan pendapatan daerah lainnya serta menyiapkan laporan tentang realisasi 

penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara 

berkala.  

b) Seksi penagihan dan perhitungan, mempunyai tugas melaksanakan 

penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan 

daerah lainnya menerbitkan dan mendistribusikan serta menyiapkan arsip 

surat perpajakan daerah/ retribusi daerah yang berkaitan dengan 

penagihan.  

c) Seksi pertimbangan dan keberatan, mempunyai tugas menerima surat 

keberatan dari wajib pajak serta membuat pertimbangan atas keberatan 

wajib pajak dan mempersiapkan surat keputusan kepala dinas tentang 

persetujuan atau penolakan atas kebijakan tersebut.  

 

4) Sub Badan Bagi Hasil Pendapatan  
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Sub badan hasil pendapatan dipimpin oleh seorang kepala sub badan yang 

dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

kepala badan.  

Sub badan bagi hasil pendapatan mempunyai fungsi:  

a) Menyusun rencana kegiatan kerja  

b) Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan 

bukan pajak.  

c) Melaksanakan koordinasi dengan memberikan bagi hasil, non 

pajak.  

d) Melaksanakan perhitungan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK).  

e) Melaksanakan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang – 

undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah dibidang bagi 

hasil pendapatan.  

f) Melaksanakan tugas lain – lain yang berkaitan oleh kepala badan 

sesuai dengan bidang tugasnya.  

Sub badan bagi hasil pendapatan terdiri dari:  

(1) Seksi penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, 

mempunyai tugas penata usahaan surat – surat ketetapan pajak bumi dan 

bangunan menata usahakan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.  

(2) Seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas menerima dan mendistribusikan 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok 
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Pajak (DHKP) Bumi dan Bangunan melaksankaan penagihan pajak bumi 

dan bangunan, melaksanakan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak 

lainnya serta membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

(SPOP) PBB kepada wajib pajak, menerima kembali hasil penagihan 

SPOP dan mengirimkan kembali kepada kantor pelayanan PBB.  

(3) Seksi peraturan perundang – undangan dan perkajian pendapatan, 

mempunyai tugas mengkaji tentang pelaksanaan peraturan perundang – 

undangan dan melaksankan koordinasi dengan unit terkait pelaksanaan 

peraturan perundang – undangan serta melaksanakan pengkajian atas 

penerimaan pendapatan daerah secara periodik.  

 

5) Sub Badan Retribusi dan Pendapatan Lain – Lain  

a) Menyusun rencana kerja  

b) Melaksanakan penata usahaan penerima retribusi dan 

pendapatan lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat.  

c) Melaksanakan penata usahaan penerima Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dan pendapatan lain.  

d) Melaksankan legalisasi dan pembukuan surat – surat berharga  

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan 

sesuai dengan bidang tugasnya.  

Sub badan retribusi dan pendapatan lain – lain terdiri dari:  
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(1) Seksi penata usahaan penerimaan dan retribusi, mempunyai tugas 

melaksanakan penata usahaan penerimaan retribusi, mempunyai tugas 

melaksanakan penata usahaan pendapatan lain – lain.  

(2) Seksi penerima lain – lain, mempunyai tugas melaksanakan penata 

usahaan penerimaan dan lain – lain, merencanakan dan mengupayakan 

penerimaan lain – lain baik dari penerimaan, wakil pemerintah di daerah 

maupun di lembaga – lembaga keuangan dan badan – badan lain 

termasuk pinjaman daerah dan dana darurat.  

(3) Seksi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dan pendapatan 

lain – lain mempunyai tugas melaksanakan penata usahaan penerimaan 

dan Badan Uasaha Milik Daerah (BUMD) dan melakukan penata 

usahaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.  

(4) Seksi legalisasi pembukuan surat – surat berharga, mempunyai tugas 

melaksanakan legalisasi surat – surat berharga. Setiap seksi dipimpin 

oleh seorang kepala seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sub badan retribusi dan 

pendapatan lain – lain.  

 

6) UPT (Unit Pelaksanaan Teknis)  

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksanaan 

teknis ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.  

7) Jabatan Fungsional  
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Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pelaksanaan sehingga 

tugas badan pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.  

a) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam 

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 

sesuai dengan keahliannya.  

b) Setiap kelompok tersebut dipinpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior.  

c) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan 

kebutuhan daerah.  

d) Jenis dan jenjang fungsional tersebut ditentukan sesuai dengan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Hasil Penelitian  

 Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil 

penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang 

diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan nara sumber sehingga 

memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan 

berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung oleh 

beberapa narasumber di pemerintah Kota Medan, yaitu Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kota Medan yang berada di Jalan A.H. Nasution N0.32 Medan, Sumatera 

Utara. Terkait Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah 

Tanah Kota Medan.  

 Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, dan data sekunder 

juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan 

wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur 

yang dilakukan oleh Perangkat Pemerintah Kota dalam melaksanakan kegiatan 

untuk mengoptimalkan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota 

Medan. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu mengklarifikasikan data 

tersebut menurut alternatif jawaban yang dipilih.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para 

narasumber, maka dapat dianalisa satu persatu tentang jawaban narasumber atau 

responden sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:  



40 
 

 

4.1.1 Adanya Implementsi Untuk Mencapai Suatu Tujuan Organisasi  

 Untuk mengimplementasikan peraturan Pemerintah Daerah Kota Medan 

Nomor 27 Tahun 2002 pada dasarnya membutuhkan tindakan agar tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dan berjalan dengan baik.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Suparjan Pasaribu, 

S.Sos, selaku Sektim Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB. Beliau menyatakan 

sesuai dengan regulasi pemerintah pusat, retribusi izin pemanfaatan air bawah 

tanh di Kota Medan adanya implementasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi 

itu harus dengan mengimplementasikan kepada organisasi kita harus 

mengdelegasikan pekerjaan dengan bijaksana, menentukan tujuan - tujuan yang 

jelas, berkomunikasi dengan efektif, kemudian sediakan waktu buat organisasi 

dan akui prestasi - prestasi yang telah dilaksanakan agar bisa bersama - sama 

tercapainya tujuan organisasi tersebut.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn, selaku 

Staf Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB. Beliau meyatakan bahwasannya retribusi 

izin pemanfaatan air bawah tanh di Kota Medan itu pasti dari implementasinya 

mempunyai kendala – kendala seperti kendala yang terdapat dalam 

mengimplementasikan untuk mewujudkan tujuan itu ada banyak kendala dan 

hambatan yang di hadapi mulai dari keterampilan kepimpinan yang tidak 

kompeten, kelebihan tingkat gangguan, tidak ada sistem di tempat, sumber daya 

tenaga kerja terbatas, sumber daya dan penandaan terbatas, strategi program yang 
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tidak praktis, oposisi terhadap perubahan, kurang motivasi, dan lingkungan kerja 

yang kompleks.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosana F. Simanjuntak, selaku 

Katim Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Bawah Tanah, Sarang 

Burung Walet, dan Retribusi. Beliau menyatakan sesuai dengan retribusi izin 

pemanfaatan air bawah tanh di Kota Medan pasti ada yang bertanggung jawab 

dalam mengimplentasikan suatu organisasi itu yaitu adalah manajemen yang 

mempunyai tingkatannya, seperti top level management, middle level 

management, dan yang terakhir lower level management. Dari tiga bagian ini 

yang akan bertanggung jawab dalam implementasikan suatu organisasi dalam 

bagian dan tingkatannya masing – masing.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putri Lestari, selaku Staf Bidang 

II bagian membantu pembukuan Air Bawah Tanah. Beliau menyatakan adanya 

implementasi untuk unsur pelaksana yang dimana implementor kebijakan 

merupakan pihak – pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan 

tujuan dan sasaran organisasional, analisa serta perumusan kebijkan dan strategi 

organisasi, pengambil keputusan, perencana, dan penyusun program, 

pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksana operasional, dan pengawasan 

serta nilai.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber 

dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi yang dilakukan Pemerintah dalam 

mengoptimalkan adanya implementasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi 
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sudah sangat baik. Pemerintah melakukan tindakan berupa cara 

mengimplementasikan kepada suatu organisasi, kemudian kendala – kendala yang 

terdapat dalam implementasi untuk mewujudkan suatu organisasi dan siapa saja 

yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan, dan kemudian unsur – 

unsur pelaksana atau implementornya. Seperti Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu merupakan salah  satu produk reformasi birokrasi yang banyak mendapat 

sorotan yang luas dari publik adalah kinerja organisasi pelayanan terpatu satu 

pintu (PTSP). Gagasan dan praktek dari one – stop service ini dihadirkan sebagai 

upaya untuk meretas belitan panajang mata rantai birokrasi dalam menyediakan 

layanan, terutama layanan yang terkait perizinan daerah. Layanan terpadu satu 

pintu meerupakan kegiatan penyelenggaraanperizinan dan non perizinan yang 

proses pengelolaannya dimulai dati tahap permohonan sampai ketahap terbitnya 

dokumen dilakukan pada satu tempat.  

4.1.2 Adanya Pelayanan Publik Untuk Melayani Masyarakat Dalam Hal 

Retribusi/ Pajak  

 Untuk mengimplementasikan peraturan Pemerintah Daerah Kota Medan 

Nomor 27 Tahun 2002 pada dasarnya membutuhkan tindakan agar tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dan berjalan dengan baik.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Suparjan Pasaribu, 

S.Sos, selaku Sektim Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB. Beliau menyatakan 

pelayanan publik untuk melayani masyarakat dalam hal retribusi atau pajak adalah 

Menurut saya pribadi terlalu sulit untuk sistem kepengurusan di birokrasinya. 
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Karena penyelenggaraan pemerintah didaerah diatur Undang – Undang No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa tujuan 

pemberian otonomi yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengembangan kehidupan demokrasi, 

keadilan dan pemerataan. Sehingga kualitas pelayanan aparatur pemerintah 

kepada masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Dengan 

demikian, Pemerintah Kota Medan membentuk Badan Pelayanan Perjanjian 

Terpadu sesuai dengan Peraturan Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang 

pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kota Medan. Berdasarkan 

Undang – Undang tersebut tugas utama pemerintah daerah adalah melidungi, 

melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn, selaku 

Staf Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB. Beliau menyatakan kendala pelayanan 

publik untuk melayani masyarakat dalam hal retribusi atau pajak mepunyai 

kendala yaitu kendala yang terdapat dalam pelayanan publik adalah hal surat 

menyurat yang sangat susah. Untuk memcapai pelayanan yang berkualitas, 

transparan dan akuntabel sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum 

penyelenggaraan pelayanan publik. Tetapi, transparansi dan akuntabilitas yang 

menjadi tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara utuh oleh 

setiap lembaga atau instansi dan unit pelayanan maupun instansi pemerintah 

sesuai dengan tugas dan fungsinya belum dapat terlaksanakan secara menyeluruh.  
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosana F. Simanjuntak, selaku 

Katim Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Bawah Tanah, Sarang 

Burung Walet, dan Retribusi. Beliau menyatakan adanya program pelayanan 

publik untuk melayani masyarakat dalam hal retribusi atau pajak. Suatu kebijakan 

publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan 

dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan 

rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang 

digunakan dan terpadu dalam suatu kesatuan. Adapun yang menjadi alasan 

pemerintah melaksanakan program penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu 

tersebut adalah perizinan merupakan pelayanan pemerintah yang tidak dapat 

digantikan oleh pihak swasta, perizinan adalah persyaratan entry point kegiatan 

usaha, perizinan adalah persyaratan baik akses terhadap modal, perizinan adalah 

fungsi awal untuk melakukan control dalam pembinaan, perizinan menghasilkan 

pendapatan asli daerah dan dapat menambah objek pajak, dan kemudian perizinan 

merupakan salah satu cermin kualitas pelayanan pemerintah kepada 

masyarakatnya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putri Lestari, selaku Staf Bidang 

II bagian membantu pembukuan Air Bawah Tanah. Beliau menyatakan pelayanan 

publik untuk melayani masyarakat dalam hal retribusi atau pajak sangatlah tidak 

adanya system insentif  untuk melakukan perbaikan. Buruknya tingkat 

pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan yang ditandai dengan tingkat 

ketergantungannya yang tinggi pada atura forma (rule driven) dan petunjuk 

pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan. Pelayanan perizinan dilaksanakan 
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oleh birokrasi pemerintah digerakkan oleh peraturan dan anggaran buku 

digerakkan oleh misi. Dampaknya adalah pelayanan menjadi kaku, tidak kreatif 

dan tidak inovatif, sehingga tidak dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat 

yang selalu berkembang. Budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan sering 

melanggar aturan, budaya paternalistik yang tinggi artinya aparat menempatkan 

pimpinan sebagai proritas utama bukan kepentingan masyarakat.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa 

narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik dalam hal retribusi/ 

pajak air bawah tanah perlu adanya pengawasan yang dilakukan saat pelayanan 

tersebut dilaksanakan. Pentingnya organisasi perangkat daerah dibentuk untuk 

mengawasi dan melaksanakan program – program yang telah dibuat berupaya 

untuk menyempurnakan dan mempertahankan pelayanan publik agar tidak 

terjadinya ke senjangan dalam birokrasi surat menyurat. Antisipasi terhadap 

tuntutan pelayanan yang baik membawa suatu konsekuensi logis bagi pemerintah 

untuk memberikan perubahan – perubahan terhadap pola budaya aparatur 

pemerintah sebagai upaya melakukan perubahan tersebut telah lahir Undang – 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang dalam pasal 39 

ayat (3) mengamanatkan agar masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pelayanan 

publik. Namun, tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah pasal 39 ayat (4).  

4.1.3 Adanya Kebijakan Publik Yang Mengatur Retribusi/ Pajak Air 

Bawah Tanah  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Suparjan Pasaribu, 

S.Sos, selaku Sektim Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB. Beliau menyatakan 

menjalankan kebijakan publik yang mengatur tentang retribusi/ pajak air bawah 

tanah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang sudah di tetapkan 

untuk mengatur retribusi air bawah tanah. Dalam keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum 

penyelenggaraan pelayanan publik dikemukakan bahwa pengawasan pelayanan 

publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan 

perizinan oleh aparatur pemerintah diberikan arahan mengenai prinsip – prinsip 

pelayanan perizinan, yaitu prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, 

akurasi, keamanan, dan tanggung jawab serta kedisplinan. Keberhasilan 

pendayagunaan air bawah tanah yang berwawasan lingkungan sangat tergantung 

pada fungsi pengawasan dan pengendalian sehingga keberlanjutan pemanfaatan 

air bawah tanah dapat terwujud. Secara tidak langsung hal ini menjadi suatu 

kelemahan kendala dalam sistem administrasi dalam menjalankan suatu peraturan 

terlebih didaerah. Sehingga timbul tumpang tindih dari peraturan tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn, selaku 

Staf Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB. Beliau menyatakan kendala yang terdapat 

dalam menjalankan kebijakan publik retribusi/ pajak air bawah tanah itu adalah 

kurangnya kesadaran beberapa wajib pajak dalam membayarkan kewajiban 

retribusi/ pajak air tanahnya. Pembayaran retribusi merupakan perwujudan dari 

kewajiban kenegaraan dan serta wajib retribusi untuk secara langsung dan 

bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk 
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pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan falsafah Undang – 

Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi 

merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpatisipasi dalam bentuk 

peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosana F. Simanjuntak, selaku 

Katim Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Bawah Tanah, Sarang 

Burung Walet, dan Retribusi. Beliau menyatakan bahwa peran Dinas BPPRD 

sangat berperan karena BPPRD sudah berganti nama menjadi BAPENDA dan di 

amanahkan untuk mengelola retribusi/pajak air tanah agar target – target yang 

sudah ditetapkan dapat di terealisasikan untuk pembangunan kota medan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putri Lestari, selaku Staf Bidang 

II bagian membantu pembukuan Air Bawah Tanah. Beliau menyatakan kebijakan 

publik yang mengatur retribusi/ pajak air bawah tanah (Mintalangi & Latjandu, 

2019) Dengan ditetapkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yang mengatur 

tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan 

otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pembiayaan dan 

pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang 

bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga 

kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaran pemerintah di daerah 

dapat terwujud. Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen 

sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana 

perimbang, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran 

tahun sebelumnya dapat ditambah sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan 
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pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahunnya 

tercemin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Meskipun PAD tidak 

seluruhnya dapat membiayai APBD, namun porsi PAD terhadap total penerimaan 

tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah.  

 Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat 

ditarik kesimpulan bahwa adanya kebijakan publik yang mengatur retribusi/ pajak 

air bawah tanah dilaksanakan sesuai undang – undang yang ditetapkan. Kemudian 

kendala yang terdapat di dalam kebijakan retribusi air bawah tanah ini kurangnya 

kesadaran beberapa wajib pajak dalam membayarkan kewajiban retribusi/ pajak 

air tanahnya. Dan mereka mempunyai kebijakan tertentu untuk memutuskan atau 

menentukan kebijakan publik yang akan mereka buat.  

4.1.4 Adanya Koordinasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Retribusi/ 

Pajak Air Bawah Tanah  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Suparjan Pasaribu, 

S.Sos, selaku Sektim Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB. Beliau menyatakan 

bahwa koordinasi antara pihak Dinas BPPRD dengan Dinas BAPENDA kota 

Medan saling berkaitan dalam menjalankan implementasi kebijakan retribusi/ 

pajak air bawah tanah, karena Dinas BPPRD dan Dinas BAPENDA adalah dinas 

yang sama dimana penggunaan nama Bapenda diresmikan tahun 2023.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn, selaku 

Staf Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB. Beliau meyatakan bahwa peran Dinas 

BPPRD dengan Dinas Bapenda untuk meningkatkan retribusi/ pajak air bawah 
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tanah sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan. Peraturan Daerah Kota 

Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang retribusi izin pengelolaan pengeboran, 

pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah di kota Medan. Peraturan Walikota 

Nomor 7 Tahun 2010 tetang pendelegasian sebagaian kewenangan proses dan 

penandatanganan perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Medan, Keputusan Walikota Nomor 5 Tahun 2003 tentang petunjuk teknis 

pelaksanaan daerah kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 tentang retribusi izin 

pengelolaan pengeboran, pengambilan, dan pemanfaatan air bawah tanah kota 

Medan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosana F. Simanjuntak, selaku 

Katim Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Bawah Tanah, Sarang 

Burung Walet, dan Retribusi. Beliau menyatakan bahwa kendala yang dihadapi 

dalam hubungan koordinasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana 

kebijakan, terdapat pada peraturan atau prosedur sering kali tidak mendapatkan 

dukungan dari pelaksanaan kebijakan. Pembuatan dan penerbitan kebijakan 

ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemeritahan, maka harus ada 

wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan atau harus 

berdasarkan azas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu tidak 

haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku karena tanpa adanya  wewenang tersebut ketetapan 

wewenang menjadi tidak sah.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putri Lestari, selaku Staf Bidang 

II bagian membantu pembukuan Air Bawah Tanah. Beliau menyatakan bahwa 
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koordinasi tehadap keberhasilan implementasi retribusi/ pajak air bawah tanah ini 

sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dimana penerima yang 

diperoleh dari sumber – sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku. 

Retribusi air bawah tanah merupakan salah satu faktor pendukung dalam 

pencapaian target pendapatan asli daerah yang sangat penting guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Maka perlu dijaga dan 

dilestarikan agar keberadaannya dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.  

 Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi dari suatu kelompok sasaran dalam 

mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 

tidak memiliki koordinasi yang saling khusus. Dimana setiap kebijakan publik 

melakukan hanya sesuai dengan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh 

Undang – Undang dan Pemerintahan Kota Medan.  
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4.2 Pembahasan   

 

Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Di 

Kota Medan (Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002)  

 Penelitian ini melihat bagaimana pengimplementasian Peraturan Daerah 

Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 Dalam Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan 

Air Bawah Tanah Di Kota Medan, yaitu sebagai berikut:  

4.2.1 Adanya Implementasi Untuk Mencapai Suatu Tujuan Organisasi  

 Menurut Wahab (2001: 65) Implementasi adalah tindakan – tindakan 

individu, pejabat pemerintah atau sektor swasta yang bertujuan untuk mencapai 

tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan.  

Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat 

ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan 

suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk 

mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan 

sudah spantasnya terkait dengan kata benda kebiksanaan (Pressman dan 

Widavsky dalam Wahab, 2004).  

 Organisasi dapat difenisikan sebagai unit sosial atau entitas sosial yang 

didirikan oleh manusia untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan 

sekelompok manusia minimal dua orang, mempunyai kegiatan yang terkoordinir, 

teratur dan terstruktur, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu dan mempunyai 

identitas diri yang membedakan satu entitas dengan entitas lainnya. 
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https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKMA4158-M1.pdf 

(diakses tanggal 10 Agustus 2022)  

 Perizinan ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang – 

Undang atau peraturan pemerintah, untuk keadaan tertentu menyimpang dari 

ketentuan – ketentuan larangan perundang – undangan yang menyangkut 

perizinan di Indonesia menunjukkan suatu gambaran yang rumit, kurang tertata 

dalam suatu sistem dan bahkan tidak dilandaskan pada filosofi izin yang terjamin 

dalam tujuan izin, antaran lain mengendalikan aktivitas tertentu, mencegah 

bahaya, mengatur distribusi barang seleksi orang dan aktivitas tertentu.  

 Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi 

yang dilakukan Pemerintahan Daerah Kota Medan dalam mencapai suatau tujuan 

organisasi sudah berjalan dengan baik dan maksimal, tetapi dalam melakukan 

berbagai implementasi tersebut Pemerintahan Kota Medan masih menemukan 

beberapa kendala dimana masih terdapat organisasi perangkat daerah yang tidak 

ikut dalam partisipasi untuk pembentukan mengawasi dan melaksanakan program 

– program yang telah dibuat berupaya untuk menyempurnakan dan 

mempertahankan pelayanan publik agar tidak terjadinya ke senjangan dalam 

birokrasi.  

Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari 

wawancara dengan Bapak Heri Suparjan Pasaribu, S.Sos, selaku Sektim Bidang 

Tekhnis BPTHB dan PBB, Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn, selaku Staf Bidang 

Tekhnis BPTHB dan PBB, Ibu Rosana F. Simanjuntak, selaku Katim Bidang 

https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKMA4158-M1.pdf
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Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, dan 

Retribusi, dan Ibu Putri Lestari, selaku Staf Bidang II bagian membantu 

pembukuan Air Bawah Tanah. Dapat diketahui bahwa dalam mengimplementasi 

untuk mencapai suatu tujuan ornagisasi sudah terlaksanakan dengan baik, tetapi 

masih ada kendala – kendala yang terdapat dalam implementasi untuk 

mewujudkan suatu organisasi dan siapa saja yang bertanggung jawab dalam 

mengimplementasikan, dan kemudian unsur – unsur pelaksana atau 

implementornya. Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerh Nomor 

27 Tahun 2002 tetang retribusi izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah 

tanah di Kota Medan dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang 

retribusi izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah di Kota Medan yang 

menjadi dasar pelaksanaan pemungutan retribusi di Kota Medan sesuaidengan 

Undang – Undang.  

4.2.2 Adanya Pelayanan Publik Untuk Melayani Masyarakat Dalam Hal 

Retribusi/ Pajak  

 Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan 

(KEPMENPAN NO. 63/KEP/M.PAN/7/2003).  

 Pelayanan Publik di Indonesia jika ditelaah memiliki beberapa 

permasalahan yang mendasar yaitu:  

1. Rendahnya kualitas produk layanan  
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2. Rendahnya kualitas penyelenggaraan layanan  

3. Ketiadaan akses bagi kelompok rentan, penyandang cacat dan komunitas 

terpencil.  

4. Ketiadaan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa  

5. Ketiadaan ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan  

Terdapat berbagai inovasi dalam pelayanan publik yang pernah diterapkan 

di berbagai Negara maju memungkinkan untuk diaplikasikan di Indonesia. 

Berbagai pembaharuan manajemen layanan publik tersebut antara lain; 

reinventing governance, citizen’s charter, total quality management, balanced 

scorecard, dan six sigma.  

https://repository.unair.ac.id/97696/7/22A_Inovasi%20Pelayanan%20Publik_OK

.pdf (diakses pada tanggal 10 Agustus 2023).  

 Masyarakat adalah suatu kelompok orang – orang yang terdapat dalam 

sebuah negara yang menjadi bagian – bagian mulai dari provinsi, kabupaten/ kota, 

camat, lurah, kepala desa, RT, dan kepling.  

 Salah satu sumber penerimaan Negara adalah retribusi. Retribusi adalah 

pemungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentinganorang pribadi 

atau badan. Pajak adalah pemungutan yang dapat dipaksakan kepada masyarakat 

atau sektor swasta berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran 

pemerintah, dan pungutan ini dapat secara insidential atau pada saat – saat 

https://repository.unair.ac.id/97696/7/22A_Inovasi%20Pelayanan%20Publik_OK.pdf
https://repository.unair.ac.id/97696/7/22A_Inovasi%20Pelayanan%20Publik_OK.pdf
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tertentu, maupun secara periodik. Pajak jua dipakai sebagai alat bagi pemerintah 

untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat.  

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik 

untuk melayani masyarakat dalam hal retribusi/ pajak sudah berjalan dengan baik. 

Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari wawancara 

dengan Bapak Heri Suparjan Pasaribu, S.Sos, selaku Sektim Bidang Tekhnis 

BPTHB dan PBB, Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn, selaku Staf Bidang Tekhnis 

BPTHB dan PBB, Ibu Rosana F. Simanjuntak, selaku Katim Bidang Parkir, 

Reklame, Penerangan Jalan, Air Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, dan 

Retribusi, dan Ibu Putri Lestari, selaku Staf Bidang II bagian membantu 

pembukuan Air Bawah Tanah.  

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik 

untuk melayani masyarakat dalam hal retribusi/ pajak sudah berjalan dengan baik. 

Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari wawancara 

dengan Bapak Heri Suparjan Pasaribu, S.Sos, selaku Sektim Bidang Tekhnis 

BPTHB dan PBB, Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn, selaku Staf Bidang Tekhnis 

BPTHB dan PBB, Ibu Rosana F. Simanjuntak, selaku Katim Bidang Parkir, 

Reklame, Penerangan Jalan, Air Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, dan 

Retribusi, dan Ibu Putri Lestari, selaku Staf Bidang II bagian membantu 

pembukuan Air Bawah Tanah. Diketahui bahwa pelayanan publik dalam 

perizinan retribusi/ pajak air bawah tanah banyak mengalami kesulitan, tetapi 

pemerintah kota Medan dapat melakukan kebijakan tersebut dalam program – 
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program yang dibuat. Dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku dengan 

prosedur dan peraturan sesuai perundang – undangan.  

4.2.3 Adanya Kebijakan Publik Yang Mengatur Retribusi/ Pajak Air 

Bawah Tanah  

 Thomas Dye (1992: 2-4) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah 

segala sesuatu yang dikerjkan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus 

dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang 

holustic agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yag besar bagi warganya 

dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam 

menetapkan suatau kebijakan.  

 Program adalah ditujukan untuk mendorong kemampuan pemerintah 

daerah dalam mengelola sumber – sumber penerimaan secara efesien dan 

transparan. Sasaran yaang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya peranan 

pendapatan Asli Daerah secara signifikan dalam pembiayaan bagi 

penyelenggaraan tugas dan fugsi pemerintah.  

 Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kebijakan 

publik untuk mengatur dalam hal retribusi/ pajak sudah berjalan dengan baik. Hal 

ini dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan 

Bapak Heri Suparjan Pasaribu, S.Sos, selaku Sektim Bidang Tekhnis BPTHB dan 

PBB, Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn, selaku Staf Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB, 

Ibu Rosana F. Simanjuntak, selaku Katim Bidang Parkir, Reklame, Penerangan 

Jalan, Air Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi, dan Ibu Putri 
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Lestari, selaku Staf Bidang II bagian membantu pembukuan Air Bawah Tanah. 

Dapat diketahui bahwa kebijakan yang dibuat melalui program pleh pemerintah 

kota Medan bersifat operasional dimana kebijakan dalam program tersebut 

dengan mudah dapat dipahami dan dilakukan oleh pelaksana. Kebijakan dalam 

program tersebut tidak hanya berisikan mengenai kejelasan tujuan atau alasan 

yang ingin dicapai oleh pemerinta kota Medan, melainkan secara rinci telah 

menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan 

metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus 

dipedomani. Tetapi dalam menjalankan kebijakan yang dibuat dalam program 

yang telah ditetapkan, pemerintah kota Medan harus membuat organisasi yang 

dimana dapat menjalankan dan melaksanakan program – program yang telah di 

tetapkan, sehingga dengan adanya organisasi maka orang – orang dalam 

organisasi tersebut dapat melaksanakan kebijakan, dan kemudian orang – orang 

yang didalam organisasi tersebut perlu dimotivasi agar mempunyai sikap dan 

komitmen terhadap pelaksanaan program.  

4.2.4 Adanya Koordinasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Retribusi/ 

Pajak Air Bawah Tanah  

 Koordinator adalah orang yang mengawasi tentang suatu kebijakan itu di 

buat dan kemudian mengawasi berjalannya kebijakan sesuai peraturannya. 

Implementor adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/ lembaga 

yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program di lapangan.  
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 Keberhasilan Implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 

2011:93) dipengaruhi oleh dua variable besar, yaitu isi kebijakan (content of 

policy) dan lingkungan implementasi (content of implementation). Variable 

tersebut mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group 

termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh 

mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah 

program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan 

implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber 

daya yang memadai.  

Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan 

mengandung air di bawah permukiman tanah termasuk mata air yang muncul 

secara alamiah diatas permukaan tanah. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah 

pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, peraturan 

pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendaliaan dan pengawasan serta 

konservasi air bawah tanah.  

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya 

koordinasi terhadap keberhasilan inplementasi dalam hal retribusi/ pajak air 

bawah tanah dalam setiap tingkat pemerintahan mulai dari tingkat kota. Hal ini 

dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan 

Bapak Heri Suparjan Pasaribu, S.Sos, selaku Sektim Bidang Tekhnis BPTHB dan 

PBB, Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn, selaku Staf Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB, 

Ibu Rosana F. Simanjuntak, selaku Katim Bidang Parkir, Reklame, Penerangan 

Jalan, Air Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi, dan Ibu Putri 
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Lestari, selaku Staf Bidang II bagian membantu pembukuan Air Bawah Tanah. 

Dapat diketahui bahwa unsur koordinator yang berasal dari setiap tingkat 

pemerintahan mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 dalam 

rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan upaya promotif 

dan preventif retribusi air bawah tanah, guna meningkatkan kesadaran, keamanan 

dan kemampuan seluruh masyarakat untuk berfikir positif dalam upaya 

meningkatkan kualitas izin retribusi/ pajak air bawah tanah. Walaupun pada setiap 

izin kebijakan retribusi/ pajak air bawah tanah dalam mengimplementasikan 

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 masih ditemukan beberapa kendala, 

namun Pemerintah Kota ataupun Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan tetap 

menjalan kan tugas semaksimal mungkin dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

5.1 Simpulan   

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang disajikan 

dibahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Medan Nomor 27 Tahun 2022 dalam Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air 

Bawah Tanah Di Kota Medan ini diketahui berdasarkan kategorisasi peneliti, 

yaitu:  

1. Adanya implementasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang 

dilakukan Pemerintah dalam mengoptimalkan adanya implementasi untuk 

mencapai suatu tujuan organisasi sudah sangat baik. Pemerintah 

melakukan tindakan berupa cara mengimplementasikan kepada suatu 

organisasi, kemudian kendala – kendala yang terdapat dalam implementasi 

untuk mewujudkan suatu organisasi dan siapa saja yang bertanggung 

jawab dalam mengimplementasikan, dan kemudian unsur – unsur 

pelaksana atau implementornya. Seperti Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu merupakan salah  satu produk reformasi birokrasi yang banyak 

mendapat sorotan yang luas dari publik adalah kinerja organisasi 

pelayanan terpatu satu pintu (PTSP). Gagasan dan praktek dari one – stop 

service ini dihadirkan sebagai upaya untuk meretas belitan panajang mata 

rantai birokrasi dalam menyediakan layanan, terutama layanan yang terkait 

perizinan daerah. Layanan terpadu satu pintu meerupakan kegiatan 
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penyelenggaraanperizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya 

dimulai dati tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen 

dilakukan pada satu tempat.  

2. Adanya pelayanan publik untuk melayani masyarakat dalam hal retribusi/ 

pajak air bawah tanah perlu adanya pengawasan yang dilakukan saat 

pelayanan tersebut dilaksanakan. Pentingnya organisasi perangkat daerah 

dibentuk untuk mengawasi dan melaksanakan program – program yang 

telah dibuat berupaya untuk menyempurnakan dan mempertahankan 

pelayanan publik agar tidak terjadinya ke senjangan dalam birokrasi surat 

menyurat. Antisipasi terhadap tuntutan pelayanan yang baik membawa 

suatu konsekuensi logis bagi pemerintah untuk memberikan perubahan – 

perubahan terhadap pola budaya aparatur pemerintah sebagai upaya 

melakukan perubahan tersebut telah lahir Undang – Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang dalam pasal 39 ayat (3) 

mengamanatkan agar masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pelayanan 

publik. Namun, tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan 

pemerintah pasal 39 ayat (4).  

3. Adanya kebijakan yang mengatur retribusi/ pajak air bawah tanah 

dilaksanakan sesuai undang – undang yang ditetapkan. Kemudian kendala 

yang terdapat di dalam kebijakan retribusi air bawah tanah ini kurangnya 

kesadaran beberapa wajib pajak dalam membayarkan kewajiban retribusi/ 

pajak air tanahnya. Dan mereka mempunyai kebijakan tertentu untuk 
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memutuskan, menentukan, dan mengatur tentang kebijakan publik yang 

akan mereka buat.  

4. Adanya koordinasi terhadap keberhasilan implementasi retribusi/ pajak air 

bawah tanah dari suatu kelompok sasaran dalam mengimplementasikan 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 tidak memiliki 

koordinasi yang saling khusus. Dimana setiap kebijakan publik melakukan 

hanya sesuai dengan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh 

Undang – Undang dan Pemerintahan Kota Medan.  

 

5.2 Saran  

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran yang dibutuhkan 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Imolementasi Kebijakan 

Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan, sebagai berikut:  

1. Pemerintah Kota Medan dalam hal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kota Medan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya harus lebih 

giat dalam melakukan sosialisasi dibidang perizinan air bawah tanah 

sehingga masyarakat dan perusahaan mengetahui pentingnya izin untuk 

pengelolaan pengeboran, penambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.  

2. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan melalui pajak 

atau retribusi air tanah tersebut sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota 

Medan No. 6 Tahun 2011 belum adanya Pasal pengaturan tentang 

pengawasan pajak aiar tanah di Kota Medan. Diperlukan adanya 

pengawasan perizinan air bawah tanah dan pengawasan terhadap 
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penggunaan izin air bawah tanah dan penertiban izin air bawah tanah. 

Jangan hanya sebagai menggali pajak dan retribusi dan mementingkan 

otonomi daearah tetapi harus juga memperhatikan kelestarian air bawah 

tanah kedepannya.  

3. Retribusi Air Bawah Tanah merupakan salah satu faktor pendukung dalam 

pencapaian target Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting bagi untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu 

dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya dapat memenuhi kebutuhan 

hidup masyarakat. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Daerah perlu 

melakukan upaya pengaturan agar pemanfaatan Air Bawah Tanah dapat 

mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.  

4. Dalam banyak hal memang harus diakui bahwa kinerja pelayanan 

perizinan pemerintah masih buruk. Hal ini disebabkan oleh Pertama, tidak 

adanya system insentif  untuk melakukan perbaikan. Kedua, buruknya 

tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan yang ditandai 

dengan tingkat ketergantungannya yang tinggi pada atura forma (rule 

driven) dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan. Ketiga, 

budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan. 

Keempat, budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan 

pimpinan sebagai proritas utama, bukan kepentingan masyarakat.  
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